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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SI\tINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR r97IPMK.05/2008

TENTANG

TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
UNTUKSATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2OO8

Menimbang : a.

MENTERI KEUANGAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 
'l'6 ayat (1a)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Angg?I1l

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor L6 Tahun 2008, saldo kas di Badan Layanan Umum

penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan

dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor' 46/PMK.02/2008
tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2008, ketentuan mengenai tata cara revisi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja

Badan Layanan Umum diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan tersendiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Untuk Satuan Kerja Badan Layanan

Umum Tahun Anggaran 2008;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua1q1l

Negari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung )awab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

c.

b.

Mengingat : 1.

J .
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4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indoneiia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor tl8tlt});

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan' Keuangan Badan Layanan Umum (l'embaran

Negira Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

6. Keputusan Presiden Nomor 20/P-Tahun 2005;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK'02/2008

tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggalal-Belanja

Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN

ANGGARAN UNTUK SATUAN KERJA BADAN LAYANAN

UMUM TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal l

(1) Revisi Da-ftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan

Kerja Badan Layanan Umum (DIPA Satker BLU) Tahun

Anggaran 2008 adalah revisi yang terkait dengan:

a. bg!@a yang didanai dari R3giatr lv$1ni; dan

b. helanja yang didanai dari Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP).

(2) Belanja yang didanai dari PNBP sebagaimana dimaksud' ' 
pada'ayat (i) huruf b termasuk saldo awal yang akan

digunakan.

(3) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada uy?t (2)

merupakan selisih lebih antara realisasi PNBP dengan

realisasi belanja PNBP tahun lalu.
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Pasal2

Revisi DIPA Satker BLU yang terkait dengan belanja yang

didanai dari Rupiah Murni dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata

cara perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

dan Perubahan DIPA' 
Pasar 3

Revisi DIPA Satker BLU yang didanai dari PNBP dilakukan

tanpa perubahan SAfISK dalam hal:

a. perubahan pagu belanja dalam ambang batas fleksibilitas

yang ditetapkan sepanjang masih dalam program/ kegiatan,

dan jenis belanja Yang sama;

b. penambahan pagu anggaran belanja akibat Penggunaan
iatdo awal sepanjang masih dalam program, kegiatan, dan

jenis belanja yang sama.

Pasal4

(1) Revisi DIPA Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dapat dilakukan setelah belanja dilaksanakan.

(2) Pengajuan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh satker BLU ke Direktur jenderal

Perbendaharaan c.q Direktorat Pelaksanaan Anggaran/

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan paling lambat pada

tanggal 10 Desember 2008.

Pasal S

(1) Revisi DIPA Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, dilaksanakan sebelum akhir Tahun Anggaran 2008

dalam benruk DIPA pengesahan oleh Direktur fenderal
Perbendaharaan c.q Direktorat Pelaksanaan Anggaran/

Kantor Wilayah Ditien Perbendaharaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal4 aYat (2).

(2) Penggunaan dana akibat perubahan pagu belanja BLU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan

langsung sepaniang untuk menambah volume kegiatan

yang tercantum dalam RBA definitif'
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Pasal6

Tata cara Revisi DIPA Satker BLU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal3 dilakukan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satker
BLU menyampaikan konsep Revisi DIPA Satker BLU
beserta ADK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah
Direktorat |enderal Perbendaharaan,

2. Dalam hal pengajuan Revisi DIPA Satker BLU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan
melampirkan:

a. Revisi RBA definitif tahun berjalan yang telah disetujui
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang memuat
tambahan alokasi belanja yang bersumber dari saldo kas
BLU tahun lalu;

b. Ikhtisar RBA definitif sesuai dengan format sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri
Keuangan ini;

c. Surat pernyataan tanggungjawab saldo kas BLU tahun
lalu sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

3. Berdasarkan dokumen konsep Revisi DIPA Satker BLU

sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran/
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melakukan penelaahan atas konsep Revisi DIPA dimaksud.

4, Setelah DIPA revisi sebagaimana dimaksud pada angka 3

disahkary DIPA revisi tersebut disampaikan paling lambat

tanggal 15 Desember 2008 kepada Direktorat jenderal

Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Paiak

sebagai bahan menetapkan perubahan target PNBP
tahun 2008.

Pasal T

(1) Dalam hal format DIPA Satker BLU belum menggunakan
format DIPA BLU, saldo kas tahun anggaran sebelumnya
dimuat pada halaman catatan DIPA.

(2) Catatan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjelaskan besaran saldo kas BLU tahun anggaran
sebelumnya yang akan digunakan.
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Pasal8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai bedaku pada tanggal

ditetapkan dan mempunlai daya laku surut sejak tanggal

1)anuari 2008.

Agar setiap orang mlngetahu-r1ya, memerintahkan

pJlgn*u** Peratuian Menteri Keuang.an -ini .dengan
p"nE*putur*ya dalam Berita Negara Republik Indonesia'

Ditetapkan di ]akarta
padatanggal 28 Novenber 2008

MENTERIKEUANGAN
ttd.
SRIMULYAMINDRAWAIISalinan sesuai dengan aslinYa'

KepalaBimUmum



LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 197 /PMK.6/2OOBTENTANG
TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN

PELAKSANAAN ANGGABAN UNTUK SATUAN

KER'A BADAN LAYANAN 1IMUM

TAHUN ANGGARAN 2ffi

KEMENTERIAhI/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
SATUAN KERJA
LOI(ASI
FUNGSI
SU&FUNGSI
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN

MENTERI KzuAt{GAN
FEPUBLIK INDONESIA

IKFITISAR RBA BLU TA 2OOX

RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER IENIS BELANIA / PEMBIAYAAN

: ()(X)
: (XX.XX)
: ()fi)fi.XXXXXX)
: (XX.XX)
: (XX)
: {XXJfi)
: ()OflX)
: 00fiX)
: (XXXX)

PEMBIAYAAN

JUMLAH KETERANGAN
NO SUMBER DANA

PEGAWAI BARANG MODAL

irengikat ndak
ilengikat

Mengikat Tidak
lUengikat

lnv€stasi Pembayaran
Pokok

Piniaman

Pemb€rian
Pinjaman

Ambanq batas....

2.
3.
4.
D.

SALDO AWAL
RUPIAH MURNI
PNBP
HIBAH
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pinjaman Jangka Paniang
Penerimaan Pinlaman Jangka Pendek
Divestasi
Total Estimasi Saldo Awal
Total Rupiah Mumi (RM)
Total PNBP BLU
Total Hibah
Toial Pembiayaan



KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
SATUAN KERJA
LOKASI
FUNGSI
SU&,FUNGSI
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN

MENTEHI KzuAl.ISAN
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IKHTISAR RBA BLU TA 2OOX
RINCIAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PER MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP)

(XX)
ofi.xx)
(XX.XX.XXXXXX)
(xx.xx)
(XX)
(xx.xx)
(XXXX)
(XXXX)
(XXXX)

No KELOMPOK PETiIDAPATAN/PENERIIIIAAN, JENIS
PENDAPATAN/PENERIMAAN DAN MAP

ESTIMASI
TA 200x

PMKIRAAN I{AIU
(FORWARD ESNMATE) KETERANGAN

1 2 3 4 5

KELOMPOK PENDAPATAN
Sub Kelompok Pendapatan
MAP
MAP

KELOMPOK PENDAPATAN
Sub Kelompok Pendapatan
MAP
MAP

KELOMPOK PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sub Kelompok Penerimaan Pembiayaan
MAPr:
JUMLAH
Pendapatan
Penerimaan Pembiayaan
JUMI-AH SELURUHNYA



KEMENTERIANiLEMBAGA
UNTT ORGANISASI
SATIJAN KER.IA
LOKASI
FUNGSI
SUBfUNGSI
PROGRAM
KEGIATAN

MENTERI KEUANGAN
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IKFITISAR RBA BLU TA 2OOX
RINCI.ANANGGARANBELAT\UADANPENGELUARANPEMBIAYAANPERMATAANGGARANPENCELUARAN (MAK)

poq
(xruoq
(xxxx.xxxxxx)
{$ooq

KEGIATAr{, KEIOflPOK BELANJA J€NEI
BELANJA DAN MAK

UAK
r/nK
Edaqa Barang (F r)
lr.lK
MA'(
Sdants Modal {Ftlr)

"AKMAK

PNEP BLU
Selaiua Barang dan J€sa (PNBP BLU)
MAI(
Edanjr Modal {PNBP gLU)
tiIAK

IGLOMPOK PENG€TUAMN PEMBIAYMN
s|ib Kddrpok Per|gdua|an Pefaiaraao
tlAK

Sa]ina segoai ME!-TIERIKEIIAIIIGAN
rn
s8IMULYAIiITNDRASmTI



LAMPIRANII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NoMoR 197 /PMKos/zfrts TENTANG
TATA CARA REVI$ DATTAR ISIAN
PELAI(SANAAN ANGGARAN UNTUK
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2M8

MENTERI KEUANOAN
FTEPUBUK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
SALDO KAS BLU TAHUN LALU
No. . . . . . . . . . . . . . . .

NamaSatuan Kerja BLU

Kode Satuan Kerja BLU

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengguna AnggaranfKuasa Pengguna Anggann/

Pimpinan 8LU.............. .......,.......menyatakan bahwa saya bertanggungjawab

sepenuhnya atas pencantuman saldo kas BLU tahun lalu dan Penggunaannya pada

Satuan Keqa <diisi namf, sf,hnn kcrja> untak tahun anggaran <diisi talrun anggaran

berjalan> yaitu sebesar <jumlnh saldo awal dalam rupieh>. Saldo kas BLU tahun lalu

tersebut berasal dari surplus/defisit tahun sebelumnya dan telah disajikan sesuai

Neraca yang disusun sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintah.

<N ama knta>, <tanggal, bulnn, tahun>
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran/ Pimpinan BLU,

Nama Pejabat
NIP.. , . , . . . . , . . . . . .

MENTERIKEUANCAN
trd.
SRI MI.]LYAM INDRA1VATI

Salinan sesuai dengan aslinYa'
KepalaBiroUmum
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